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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan strategi
peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui pemanfaatan
Learning Management System (LMS) pada Kantor Walikota Administrasi
Jakarta Pusat, dengan fokus pada platform SiJule, ASN Berpijar, dan
SIMDIKLAT. Latar belakang penelitian ini didasari oleh kesenjangan
kompetensi digital di kalangan ASN, khususnya pegawai usia lanjut yang
mencapai 35,1% dari total 484 pegawai, sehingga berpotensi menghambat
optimalisasi implementasi sistem pembelajaran berbasis teknologi. Penelitian
menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data
melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi
terhadap lima informan kunci yang dipilih secara purposive sampling. Analisis
data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan, dengan menggunakan kerangka teori kompetensi dari Edison,
Anwar, dan Komariyah (2020) yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan
sikap, serta teori dimensi LMS dari Auliasari dan Pratama (2024) yang
mencakup usability, usefulness, interactivity, user satisfaction, dan learning
outcome. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LMS memberikan kontribusi
positif terhadap peningkatan kompetensi ASN, terutama pada aspek
pengetahuan regulasi, literasi digital, dan kesadaran belajar berkelanjutan,
namun masih menghadapi tantangan signifikan berupa kesenjangan literasi
digital generasional, rendahnya interaktivitas, ketidakstabilan infrastruktur, serta
kesenjangan antara konten generik dengan kebutuhan kompetensi jabatan
spesifik. Penelitian ini merekomendasikan enam strategi pemecahan masalah,
meliputi program bridging literasi digital, penguatan interaktivitas, sistem
monitoring berbasis capaian, pengembangan konten berbasis analisis kebutuhan
jabatan, peningkatan infrastruktur teknologi, dan kebijakan alokasi waktu belajar
mandiri yang terstruktur.

Kata Kunci: Kompetensi ASN, Learning Management System, Transformasi
Digital Birokrasi



ABSTRACT

This study aims to identify and explain the strategy for improving the
competence of Civil Servants (ASN) through the utilization of a Learning
Management System (LMS) at the Central Jakarta Administrative Mayor's
Office, focusing on the SiJule, ASN Berpijar, and SIMDIKLAT platforms. The
background of this research is rooted in the digital competency gap among civil
servants, particularly senior employees who account for 35.1% of the total 484
employees, which potentially hinders the optimization of technology-based
learning implementation. This research employs a descriptive qualitative
approach with data collection techniques through in-depth interviews,
participatory observation, and document study involving five key informants
selected through purposive sampling. Data analysis was conducted through data
reduction, data display, and conclusion drawing, utilizing the competency theory
framework from Edison, Anwar, and Komariyah (2020) covering knowledge,
skill, and attitude, as well as the LMS dimension theory from Auliasari and
Pratama (2024) covering usability, usefulness, interactivity, user satisfaction,
and learning outcome. The findings indicate that LMS contributes positively to
the improvement of ASN competence, particularly in regulatory knowledge,
digital literacy, and continuous learning awareness, yet still faces significant
challenges including generational digital literacy gaps, low interactivity,
infrastructure instability, and a mismatch between generic content and specific
job competency needs. This research recommends six problem-solving
strategies, including a digital literacy bridging program, interactivity
enhancement, achievement-based monitoring systems, job needs-based content
development, technology infrastructure improvement, and structured self-
directed learning time allocation policies.

Keywords: ASN Competence, Learning Management System, Bureaucratic
Digital Transformation



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..o i
ABSTRAK .. i
ABSTRACT Lttt v
DAFTAR TSI ..ottt v
DAFTAR TABEL..... .ot vii
DAFTAR GAMBAR ...ttt viil

BAB | PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Permasalahan.............cccccooiiiiiiiiiiiii e 1
B. RUMUSaN Masalah .............coooiiiiiiii 11
C. TUJUAN PENEIHTIAN. .....coitiiiiie it 12
D. Manfaat Penelitian............coiuiiiiiiiieiiieie e 12

BAB Il TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan KebijaKan ............cocvriiiiieiiiee s 13
2 N I - VU T U I I <o o OSSPSR 17
C. Penelitian TerdanuUIU.............cccoiiiiiiiiii e 27
D. KONSEP KUNCI...eiiiiiiieiiiie ittt et e e e e e snrae e annne e 31
E. Kerangka Berpikir ..........cocuiiiiiiiiiiee st 38
BAB IIl METODE PENELITIAN
A, Metode Penelitian...........coviiieiiiiiiieie e 40
B. InStrumen Penelitian .........cccooiiiiiiiiiie e 41
C. Lokasidan Subjek Penelitian.............ccccuveiiiieiiiii e 44
D. Jenis dan SUMDEr DAt .........cccueiuiiiiiieiieiesieee e 46
E. Teknik Pengumpulan Data.............ccccociieeiiiieeiiii e 48
F. Teknik ANAlSIS DAta ..........ccoriiiiiiiiiieiieiie et 52
G. Keabsahan Data...........cooiiiiiiiiieiieieee e 54

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
A Penyajian Data ........ccviiiiiiiiiiic e 55



B. PemMbBaNaSaN ... .coeeeieeeeee e 74
C. Sintesis Pemecahan Masalah ..........oooueoeoeeeee e 82

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A KESIMPUIAN .. 89
Bl SAIAN ... 89
DAFTAR PUSTAKA Lttt ettt et e e antaeee e 91
LAMPIRAN Lottt e e e e e e st e e e e e e e e e nneeees 96



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Walikota Jakarta Pusat Menurut Rentang Usia............... 5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu............ccooieiiiiiiiii e 27
Tabel 2.2 Kerangka Berpikir ...........cooieiiiiiiiiiieiiese e 38
Tabel 3.1 Tabel INfOrMaN...........ccviiiiee e 51

Vi



Gambar 1.1
Gambar 1.2
Gambar 1.3
Gambar 1.4
Gambar 1.5
Gambar 1.6
Gambar 4.1
Gambar 4.2
Gambar 4.3

DAFTAR GAMBAR

Struktur Organisasi Kantor Walikota Administrasi Jakarta Pusat.......... 3
Jumlah Pegawai ASN di Kantor Walikota Jakarta Pusat....................... 5
Rincian Pendidikan Pegawai Walikota Administrasi Jakarta Pusat ....... 6
Platform Pembelajaran ASN Berpijar..........ccccoovverieineeniieniienie s 8
Platform Pembelajaran SiJule............coooooiiiiiiiiii 9
SIMDIKLAT BPSDM DKI JaKarta............cccoeveeiiiiiireeiiiier e 10
Struktur Organisasi Pemerintah Kota Jakarta Pusat ...............ccccccvee.nne. 58
Peta Akar Masalah (FiShDONe)............ccccoviiiiiiiiiii e, 84
Enam Strategi Dikelompokkan dalam Tiga Fase .........ccccccccveviveeiinnnnn, 88

Vil



BAB |
PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki tanggung jawab
untuk memberikan pelayanan publik yang optimal (Endah, 2021). Pelayanan
publik yang baik sangat bergantung pada kualitas aparatur sipil negara (ASN),
Dalam kerangka negara hukum dan demokrasi, pelayanan publik yang
berkualitas bukan hanya menjadi kewajiban moral, tetapi juga merupakan
amanat konstitusi yang harus diwujudkan guna memenuhi hak-hak warga
negara. Untuk itu, keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik sangat
ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia aparatur sipil negara (ASN) yang
menjadi ujung tombak birokrasi. ASN diharapkan mampu menjalankan fungsi
pemerintahan secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan
publik. Menurut (Sedarmayanti, 2017) menyatakan bahwa ASN memiliki
tanggung jawab moral dan hukum untuk bekerja sesuai dengan standar kerja dan
etika publik yang berlaku. Pelaksanaan tugas yang dilakukan ASN tidak hanya
diukur berdasarkan output administratif semata, tetapi juga pada seberapa besar
dampak positifnya bagi masyarakat (Sopyan, 2025).

Pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta merupakan kebutuhan strategis dalam meningkatkan
kualitas pelayanan publik yang semakin kompleks dan dinamis (Sugian, 2021).
Dalam perspektif manajemen sumber daya manusia sektor publik, kompetensi
mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang secara langsung
memengaruhi Kinerja individu dan organisasi. DKI Jakarta sebagai pusat
pemerintahan dan aktivitas ekonomi nasional menghadapi tuntutan pelayanan
yang tinggi, sehingga ASN dituntut memiliki kemampuan adaptif terhadap
perubahan kebijakan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Pengembangan
kompetensi juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan birokrasi yang
profesional, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, peningkatan
kompetensi ASN mendukung implementasi reformasi birokrasi, khususnya
dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Dengan

adanya pelatihan, pendidikan, dan pengembangan berkelanjutan, ASN dapat
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meningkatkan inovasi kerja serta mampu memberikan solusi terhadap
permasalahan publik secara tepat. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi
bukan hanya kebutuhan individu ASN, tetapi juga menjadi investasi jangka
panjang bagi kualitas pemerintahan daerah (Sidabutar, 2020).

Apabila pengembangan kompetensi ASN tidak dilakukan secara
optimal, maka akan muncul berbagai permasalahan yang berdampak pada
Kinerja organisasi (Nazara, 2020). Salah satu dampaknya adalah menurunnya
kualitas pelayanan publik karena ASN tidak memiliki kemampuan yang
memadai untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
Selain itu, ketidaksesuaian antara kompetensi pegawai dengan tuntutan
pekerjaan dapat menyebabkan rendahnya produktivitas dan efektivitas kerja.
Dalam jangka panjang, hal ini juga berpotensi menimbulkan stagnasi organisasi
karena kurangnya inovasi dan adaptasi terhadap perubahan. Tidak adanya
pengembangan kompetensi juga dapat menurunkan motivasi kerja ASN karena
kurangnya  kesempatan  untuk  berkembang  secara  profesional
(Zulkieflimansyah, 2023). Dampak lainnya adalah meningkatnya risiko
kesalahan dalam pengambilan keputusan yang dapat merugikan organisasi
maupun masyarakat.

Sebaliknya, apabila pengembangan kompetensi ASN dilakukan secara
terencana dan berkelanjutan, maka akan memberikan dampak positif yang
signifikan terhadap kinerja organisasi (Syafitri, 2024). ASN yang memiliki
kompetensi tinggi cenderung mampu bekerja lebih efektif, efisien, dan
profesional dalam menjalankan tugasnya. Hal ini akan berdampak langsung
pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, tepat, dan
responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, pengembangan
kompetensi mendorong terciptanya inovasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan, sehingga organisasi mampu beradaptasi dengan perubahan
lingkungan strategis. Peningkatan kompetensi juga berkontribusi terhadap
kepuasan kerja ASN karena adanya peluang pengembangan Kkarier dan
peningkatan kapasitas diri. Dengan demikian, organisasi pemerintahan akan
memiliki sumber daya manusia yang unggul dan mampu mendukung

tercapainya tujuan pembangunan daerah secara optimal (Kapriaji, 2022).



Berikut merupakan Struktur organisasi yang terdapat dikantor Walikota

Administrasi Jakarta Pusat:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kantor Walikota Administrasi Jakarta

Pusat

WALIKOTA

SEKRETARIAT KOTA

ASISTEN pER[KI(‘)ﬂgLE['AN DAN ADMIﬁISSI%%’él DAN
PEMERINTAHAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

BAGIAN
BAGIAN KEPEGAWAIAN, BAGIAN

THTA BAGIAN BAGIAN PENATAAN KOTA BAGIAN
PEMERINTAHAN HUKUM “g&ﬁ%&%ﬁénﬁﬁ“ pEREKONOMIAN [l DANLINGKUNGAN e KEUANGAN

BAGIAN
KESEJAHTERAAN
RAKYAT

H
SUBBAGIAN
SARANA DAN
PRASARANA KOTA
sl
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN KOPERASI, UKM SUBBAGIAN SUBBAGIAN
BANTUAN TATA RUANG DAN RUMAH
TATA PRAJA T TATALAKSANA Eﬂmxﬂs&m o TARASAN RUMAH

IDUP
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
SUBBAGIAN BINA SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PELAYANAN KEPARIWISATAAN DAN RA
PEMERINTAHAN HUKUM KEPEGAWAIAN KETENAGAKERIAAN TATA USAHA PEARNE{';‘(S:N“"
BBAGIAN

SUBBAGIAN

TATA USAHA
KEUANGAN

SUBBAGIAN
SOSIAL, PEMUDA
DAN OLAHRAGA

SUBBAGIAN
PENDIDIKAN, MENTAL
SPIRITUAL PERPUSTA-

KAAN DAN ARSIP

TA
SUBBAGIAN SUBBAGIAN PERBUNGAN SUBBAGIAN
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
ADMINISTRAS] PUBLIKASI TRANSPORTASI SERTA LINGKUNGA!
PEMERINTAHAN HUKUM DAN HAM PELAYANAN PUBLIK PERINDUSTRIAN & DAN KEBERSIHAN PROTOKOL PERBERDAHARRAN

SUBBAGIAN
%ESEHAHN PSMBEJI‘D

EREMPUAN, PERL

WAKIL CAMAT

SEKRETARIAT
mwnu
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PERENCANAAN DAN
UMM AR KEUANGAN
Al SEKSI SEKSI
il il EKONOM, PENBANGUNAN KESEJAHTERAAN
PN DAN LINGKUNGAN HIDUP RAKVAT
LURAH
WAKILLURAH
SEKRETARIAT
KELURAHAN
SEKS]
SEKS| SEKS]
PEMERINTAHAN,
EKONOM), PEMBANGUNAN KESEIAHTERAAN
KETENTRAMAN DAN DAN LINGKUNGAN HIDUP RAKYAT

KETERTIBAN

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

Sumber: pusat.jakarta.go.id, 2025

Struktur organisasi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat
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menunjukkan suatu sistem birokrasi yang tersusun secara hierarkis dan
fungsional, di mana Walikota berkedudukan sebagai pimpinan tertinggi yang
bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan
dukungan Wakil Walikota dalam pelaksanaan tugas-tugas strategis. Di
bawahnya, Sekretaris Kota berperan sebagai koordinator administratif yang
mengintegrasikan seluruh kegiatan perangkat daerah melalui pengawasan
terhadap tiga Asisten, yaitu Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian dan
Pembangunan, serta Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat, yang
masing-masing membawahi beberapa bagian sesuai dengan bidang tugasnya.

Visi dan misi Kantor Walikota Jakarta Pusat pada dasarnya mengacu
pada visi dan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai satu kesatuan
sistem pemerintahan daerah. Visi yang diusung berorientasi pada terwujudnya
kota yang maju, berkeadilan, berkelanjutan, serta memberikan kesejahteraan
bagi seluruh masyarakat. Dalam konteks Jakarta Pusat sebagai pusat
pemerintahan dan aktivitas ekonomi, visi tersebut diterjemahkan ke dalam
upaya menciptakan tata kelola wilayah yang tertib, pelayanan publik yang
berkualitas, serta lingkungan perkotaan yang nyaman dan layak huni.

Adapun misi yang dijalankan mencakup beberapa aspek penting, antara
lain peningkatan kualitas pelayanan publik yang responsif dan transparan,
penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, serta pengembangan
sumber daya manusia aparatur yang profesional dan berintegritas. Selain itu,
terdapat fokus pada pembangunan ekonomi yang inklusif, penataan lingkungan
hidup yang berkelanjutan, serta peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, misi tersebut diwujudkan melalui berbagai program
dan kegiatan yang melibatkan seluruh perangkat organisasi hingga tingkat

kecamatan dan kelurahan.



Gambar 1.2 Jumlah Pegawai ASN di Kantor Walikota Jakarta Pusat

Total Pegawai PNS PPPK

484 475 9

@ PNS — 475 orang (98,1%) @ PPPK — 9 orang (1,9%)

Sumber: Data Rekapitulasi Pegawai per Februari 2025

Sumber: Data SDM, 2025
Berdasarkan data rekapitulasi pegawai per Februari 2025, tercatat
bahwa jumlah pegawai di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat
mencapai 484 orang, terdiri dari 475 pegawai negeri sipil (PNS) dan 9 pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Kondisi ini menunjukkan bahwa
mayoritas aparatur berstatus PNS, sedangkan peran PPPK baru muncul dalam
jumlah kecil, yang menandakan bahwa perubahan struktural kepegawaian di

lingkungan pemerintahan daerah masih berlangsung secara bertahap.

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Walikota Jakarta Pusat Menurut Rentang Usia

NO. USIA JUMLAH
1 20 Tahun 12
2 30-40 Tahun 161
3. 40-50 Tahun 153
4 50-60 Tahun 77
5 55 Tahun 81
TOTAL 484

Sumber: Data SDM, 2025

Berdasarkan pada Tabel 1.1 yaitu rentang usia pegawai pada kantir
Walikota Administrasi Jakarta Pusat terdapat 314 pegawai atau 64,9% ASN di
Bagian Kepegawaian Administrasi Kota Jakarta Pusat didominasi oleh PNS
yang berada pada rentang usia 30 hingga 50 tahun. Namun demikian, masih
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terdapat sejumlah pegawai, yaitu sebanyak 170 pegawai atau sekitar 35,1%,
yang telah berusia di atas 50 tahun. Hasil pengamatan penulis menunjukkan
bahwa kondisi tersebut memunculkan tantangan tersendiri, khususnya terkait
dengan tingkat pemahaman dan keterampilan dalam pemanfaatan teknologi
informasi. Sebagian pegawai pada kelompok usia tersebut masih menghadapi
kesulitan dalam mengoperasikan perangkat digital, seperti gadget maupun
komputer, sehingga berpotensi menghambat optimalisasi implementasi sistem
pembelajaran berbasis teknologi.

Gambar 1.3 Rincian Pendidikan Pegawai Walikota Administrasi Jakarta Pusat

Diagram Batang Pendidikan Pegawai
Walikota Administrasi Jakarta Pusat (2025)
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Tingkat Pendidikan

Sumber: Data SDM, 2025

Berdasarkan rincian pendidikan pegawai Walikota Administrasi Jakarta Pusat,
diketahui bahwa dari total 484 pegawai, sebagian besar didominasi oleh lulusan
S1/D4 sebanyak 291 orang (60,1%), diikutioleh S2 sebanyak 95 orang (19,6%),
D3 sebanyak 43 orang (8,9%), serta S3 sebanyak 2 orang (0,4%). Meskipun
demikian, masih terdapat pegawai yang latar belakang pendidikan formalnya
berada pada jenjang SMA sebanyak 50 orang (10,3%) dan SMP sebanyak 3
orang (0,6%). Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan kualifikasi
pendidikan di lingkungan Kantor Walikota Administrasi Jakarta Pusat, di mana
pegawai dengan pendidikan SMA dan SMP berpotensi menghadapi hambatan
dalam memenuhi persyaratan kompetensi formal yang dibutuhkan untuk

pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan secara optimal.



Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
berperan sebagai perangkat daerah yang memiliki mandat teknis dalam
penyelenggaraan pengembangan kompetensi aparatur (Karim, 2020), yang
ditujukan untuk meningkatkan kapasitas kerja ASN secara menyeluruh,
mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, serta sikap profesional yang
diperlukan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Landasan normatif
pengembangan kompetensi tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang menjamin hak setiap ASN
untuk memperoleh kesempatan pengembangan kompetensi. Selanjutnya,
Peraturan Pemerintan Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 203 tentang Manajemen
PNS menetapkan bahwa pengembangan kompetensi PNS wajib dilaksanakan
paling sedikit 20 jam pelajaran dalam satu tahun. Dalam rangka memenuhi
ketentuan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui BPSDM secara
berkelanjutan melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pelatihan, salah
satunya melalui pemanfaatan sistem pembelajaran berbasis digital Jakarta U-
Learning. Penerapan sistem ini diharapkan mampu mendorong peningkatan
kompetensi ASN secara lebih efektif dan efisien, sekaligus mencerminkan
pengelolaan sumber daya pelatihan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Namun
demikian, perbedaan latar belakang pendidikan dan tingkat kompetensi ASN
menjadi tantangan tersendiri dalam optimalisasi pelatihan berbasis sistem
pembelajaran digital, sehingga diperlukan pengelolaan dan implementasi
Learning Management System yang tepat agar dapat berkontribusi secara nyata
terhadap peningkatan kinerja aparatur sebagaimana diarahkan dalam Rencana
Strategis BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 (Supratman, 2022).
Metode pembelajaran berbasis Learning Management System (LMS) menjadi
salah satu pendekatan strategis dalam pengembangan kompetensi Aparatur
Sipil Negara seiring dengan tuntutan transformasi digital birokrasi
(Supratman, 2022). LMS memungkinkan proses pembelajaran berlangsung
secara sistematis, terstruktur, dan terdokumentasi dengan baik, mulai dari
penyediaanmateri, pelaksanaan evaluasi, hingga pemantauan capaian
pembelajaran peserta. Dalam konteks ASN, pemanfaatan LMS mendukung
terciptanya pembelajaran mandiri (self-directed learning) yang fleksibel dan

berkelanjutan, sehingga aparatur dapat menyesuaikan proses pengembangan
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kompetensi dengan kebutuhan jabatan, waktu kerja, serta kemampuan individu
masing-masing. Pendekatan ini juga relevan untuk menjawab tantangan

heterogenitas latar belakang pendidikan, usia, dan literasi digital ASN.
Gambar 1.4 Platform Pembelajaran ASN Berpijar
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Sumber: asn.futureskills.id, 2025

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara
resmi mengadopsi platform ASN Berpijar sebagai sarana pembelajaran digital
mandiri bagi ASN. Kebijakan ini ditegaskan melalui Surat Edaran Nomor E-
0009/SE/2024 tentang Pemanfaatan Platform ASN Berpijar sebagai
Pembelajaran Digital Mandiri dalam Pengembangan Kompetensi ASN. Melalui
ASN Berpijar, konsep LMS diimplementasikan secara terintegrasi dengan
kebutuhan pengembangan kompetensi aparatur daerah, baik kompetensi teknis,
manajerial, maupun sosiokultural. Adopsi platform ini mencerminkan
komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendorong modernisasi
sistem pelatihan ASN yang lebih adaptif, efektif, dan inklusif, sekaligus
memperkuat budaya belajar sepanjang hayat (lifelong learning) di lingkungan

birokrasi pemerintahan daerah (Sarjito, 2025).



Gambar 1.5 Platform Pembelajaran Sijule
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Selain platform pembelajaran ASN Berpijar terdapat juga platform
pembelajaran daring lainnya yg terdapat di Kantor Walikota Jakarta Pusat, SiJule
pertama kali diperkenalkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
(BPSDM) Provinsi DKI Jakarta sebagai platform pembelajaran daring yang
memungkinkan ASN untuk mengikuti pelatihan di mana saja dan kapan saja.
Aplikasi ini lahir dari kebutuhan akan sistem pembelajaran yang lebih fleksibel,
efisien, dan berorientasi pada hasil, terutama setelah pandemi COVID-19
memaksa kegiatan diklat konvensional beralih ke format daring. Melalui SiJule,
pegawai dapat mengakses berbagai modul pelatihan seperti Nilai Dasar ASN,
Pelayanan Publik Berintegritas, hingga Manajemen Perubahan di Era Digital
secara mandiri. Dengan antarmuka yang interaktif dan materi yang diperbarui
secara berkala, platform ini menjadi langkah awal menuju digitalisasi sistem
kediklatan di Jakarta (Pettalongi, 2025).



Gambar 1.6 Simdiklat BPSDM DKI Jakarta
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Selain SiJule dan ASN Berpijar, BPSDM DKI Jakarta juga
mengembangkan Learning Management System (LMS) yang terintegrasi dalam
sistem informasi kediklatan (SIMDIKLAT) (Mahardika, 2025). LMS berfungsi
sebagai wadah penyelenggaraan pelatihan berbasis e-learning dan blended
learning, sekaligus sebagai alat pemantauan kinerja peserta. Melalui sistem ini,
kegiatan pelatihan dapat dilakukan secara terstruktur: mulai dari pendaftaran,
pelaksanaan, penilaian, hingga sertifikasi dilakukan secara daring. LMS ini juga
dirancang untuk merekam aktivitas belajar pegawai, menilai partisipasi, serta
memfasilitasi komunikasi dua arah antara fasilitator dan peserta. Dengan
demikian, LMS bukan hanya menjadi media pengajaran, melainkan juga alat
manajemen pelatihan berbasis data yang membantu pemerintah dalam menilai
efektivitas program pengembangan ASN (Malika, 2025).

Kehadiran SiJule, ASN Berpijar dan SIMDIKLAT membawa perubahan
paradigma dalam dunia kediklatan ASN. Jika sebelumnya pelatihan hanya
dipahami sebagai kegiatan tatap muka yang bersifat administratif, Kini
pembelajaran digital memungkinkan proses yang lebih berkelanjutan, personal,
dan fleksibel. ASN dapat mengatur waktu belajar sesuai kebutuhan, mengakses
materi lintas bidang, serta mendapatkan umpan balik secara langsung dari
instruktur. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip continuous learning yang

menekankan pentingnya pembelajaran sepanjang hayat bagi aparatur negara.
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Namun demikian, keberhasilan implementasi platform digital ini sangat
bergantung pada kesiapan SDM, infrastruktur teknologi, serta budaya organisasi
yang mendukung inovasi pembelajaran digital (Nugraha, 2025).

Transformasi  digital menuntut setiap aparatur untuk mampu
mengoperasikan berbagai sistem, aplikasi, dan platform pembelajaran daring
seperti Sistem Jakarta U-Learning (SiJule), ASN Berpijar atau SIMDIKLAT.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan pelatihan berbasis
digital di lingkungan Kantor Walikota Jakarta Pusat masih menghadapi sejumlah
permasalahan utama. Yaitu, kesenjangan kompetensi digital ASN menjadi
hambatan mendasar. Banyak pegawai, terutama di kelompok usia menengah ke
atas, masih memiliki tingkat literasi teknologi yang terbatas. Akibatnya, ketika
pelatihan dilakukan secara e-learning atau blended learning, tidak semua peserta
mampu mengikuti proses pembelajaran dengan optimal. Kondisi ini
menyebabkan disparitas hasil pelatihan antara pegawai yang adaptif terhadap
teknologi dan yang belum terbiasa dengan platform digital seperti SiJule, ASN
Berpijar dan SIMDIKLAT.

Kesenjangan tersebut merupakan bagian dari fenomena yang lebih luas
dalam transformasi digital sektor publik, yaitu adanya kesenjangan kompetensi
digital antargenerasi antara ASN usia muda dan ASN usia tua dalam
beradaptasi dengan sistem pembelajaran berbasis teknologi. ASN usia muda,
yang secara umum tumbuh bersinggungan langsung dengan perangkat digital
sejak masa pendidikan, cenderung lebih adaptif, lebih cepat memahami
antarmuka aplikasi, dan lebih terbiasa belajar secara mandiri melalui platform
daring. Sebaliknya, ASN usia tua, yang sebagian besar membangun kompetensi
kerjanya pada masa sebelum digitalisasi birokrasi berkembang pesat, cenderung
menghadapi hambatan dalam mengoperasikan perangkat maupun aplikasi
pembelajaran digital, sebagaimana juga ditemukan oleh Pratiwi, Krismiyati,
dan Agus Wahyuadianto (2023) yang mengidentifikasi rendahnya kemampuan
teknologi informasi sebagai hambatan utama penerapan pembelajaran digital di
sektor publik Indonesia. Berdasarkan data kepegawaian sebagaimana disajikan
pada Tabel 1.1, sebanyak 170 dari 484 pegawai atau 35,1% berusia di atas 50
tahun, sehingga potensi kesenjangan usia ini bukan sekadar asumsi, melainkan

kondisi riil yang perlu diantisipasi dalam perumusan strategi peningkatan
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kompetensi berbasis LMS. Sayangnya, sebagian besar penelitian terdahulu
mengenai penerapan LMS di lingkungan ASN, sebagaimana dilakukan oleh
Yojana (2022) dan Ekaningdiah (2025), belum secara eksplisit mengulas
bagaimana kesenjangan usia antara ASN muda dan ASN tua memengaruhi
strategi implementasi maupun capaian peningkatan kompetensi. Kekosongan
inilah yang menjadi salah satu kesenjangan penelitian (research gap) yang coba
dijawab oleh penelitian ini, yaitu dengan mengkaji secara lebih mendalam
bagaimana perbedaan usia ASN memengaruhi keberhasilan strategi
peningkatan kompetensi melalui LMS di Kantor Walikota Administrasi Jakarta
Pusat.

Oleh karena itu, pemenfaatan pelatinan berbasis Learning Management
System menjadi salah satu strategi penting dalam mendukung pengembangan
sumber daya manusia aparatur secara berkelanjutan, sekaligus mendorong
terciptanya pola pembelajaran yang mandiri, fleksibel, dan tidak dibatasi oleh
ruang maupun waktu. Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis terdorong untuk
mengkaji secara lebih mendalam Strategi peningkatan kompetensi Aparatur
Sipil Negara (ASN) Melalui Learning Management System (LMS) melalu
platform pembelajaran Sijule, ASN Berpijar dan SIMDIKLAT dengan
mengambil fokus penelitian pada Kantor Walikota Administrasi Jakarta Pusat
melalui penelitian berjudul “Strategi peningkatan kompetensi Aparatur Sipil
Negara (ASN) Melalui Learning Management System (LMS) pada kantor
Walikota Administrasi Jakarta Pusat.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan

sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana

Strategi peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) melaluin Learning
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Management System (LMS) pada kantor Walikota Administrasi Jakarta Pusat?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui dan menjelaskan Strategi peningkatan kompetensi Aparatur Sipil
Negara (ASN) melalu platform pembelajaran Sijule, ASN Berpijar dan
SIMDIKLAT
D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun
praktis. Manfaat tersebut tidak hanya bagi pengembangan ilmu pengetahuan
dalam bidang administrasi publik dan manajemen sumber daya manusia, tetapi
juga bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di
lingkungan Kantor Walikota Administrasi Jakarta Pusat.
1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian
ilmiah dalam bidang manajemen sumber daya manusia sektor publik,
Khususnya mengenai Strategi peningkatan kompetensi Aparatur Sipil
Negara (ASN). Hasil penelitian ini dapat memperluas pemahaman
mengenai bagaimana konsep pengembangan kompetensi ASN tidak lagi
berfokus pada peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga pada adaptasi
terhadap perubahan teknologi, budaya organisasi digital, dan kompetensi
baru yang relevan dengan era pemerintahan berbasis elektronik (e-
government).
2. Manfaat Praktis
Secara praktis, diharapkan pihak Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Provinsi Jakarta lebih meningkatkan pemahaman pegawai
aparatur sipil negara usia lanjut terhadap media aplikasi Sistem Jakarta U-
Learning dengan menyusun program pelatihan untuk meningkatkan
keterampilan dan keahlian di bidng teknologi. Sementara bagi peneliti
selanjutnya, diharapkan meneliti lebih dalam mengenai aplikasi digital
lainnya selain pada penelitian ini untuk mengetahui lebih lanjut sistem
pengembangan kompetensi ASN melalui platform pelatihan berbasis
digital Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintah Kota Administrasi

Jakarta Pusat.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Strategi Peningkatan Kompetensi

ASN melalui Learning Management System (LMS) pada Kantor Walikota

Administrasi Jakarta Pusat, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1.

B. Saran

Kemudahan penggunaan (usability) LMS bersifat kondisional dan
dipengaruhi oleh literasi digital pengguna.

Kemanfaatan (usefulness) LMS paling dirasakan oleh ASN muda dalam
aspek efisiensi waktu, pembaruan pengetahuan regulasi, dan pemenuhan
kewajiban 20 jam pelatihan per tahun sesuai PP Nomor 17 Tahun 2020.
Interaktivitas (interactivity) LMS masih sangat terbatas dimanfaatkan
karena lambatnya respons instruktur dan keterbatasan literasi digital ASN
senior.

Kepuasan pengguna (user satisfaction) ditentukan oleh tiga klaster faktor,
yaitu faktor teknis (kestabilan sistem), faktor konten (relevansi materi),
dan faktor kontekstual (keseimbangan beban kerja dan waktu belajar).
Hasil belajar (learning outcome) LMS paling signifikan dirasakan oleh
ASN dalam situasi transisi atau mutasi penempatan. LMS lebih tepat
berperan sebagai komplemen, bukan substitut, dari metode pelatihan
konvensional, sehingga pendekatan blended learning menjadi solusi yang
paling optimal.

Dimensi kompetensi, LMS berkontribusi positif terhadap peningkatan
pengetahuan regulasi umum, keterampilan literasi digital, analisis
kebijakan, dan belajar mandiri (self-directed learning), serta mendorong
perubahan sikap dari paradigma pelatihan sebagai formalitas menuju

kesadaran pelatihan sebagai kebutuhan profesional.

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, penulis menyampaikan

beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak

yang terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil

Negara melalui Learning Management System. Adapun saran yang dikemukakan
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adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI
Jakarta dapat lebih mengintensifkan upaya peningkatan kapasitas digital
bagi ASN yang berada pada kelompok usia lanjut, khususnya dalam
pemanfaatan platform pembelajaran berbasis LMS seperti SiJule, ASN
Berpijar, dan SIMDIKLAT. Hal ini dapat diwujudkan melalui penyusunan
program pelatinan teknologi yang terstruktur, berkelanjutan, dan
disesuaikan dengan karakteristik serta kebutuhan belajar aparatur senior,
sehingga seluruh pegawai dapat mengakses dan memanfaatkan sistem
pembelajaran digital secara mandiri dan optimal.

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas kajian dengan
meneliti platform pembelajaran digital lainnya yang belum tercakup dalam
penelitian ini, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif
mengenai efektivitas berbagai sistem LMS dalam mendukung
pengembangan kompetensi ASN. Penelitian lanjutan juga dapat
difokuskan pada analisis komparatif antara platform SiJule, ASN Berpijar,
dan SIMDIKLAT terhadap peningkatan kualitas pembelajaran dan
kompetensi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota

Administrasi Jakarta Pusat.
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